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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejauh ini upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah

Indonesia dalam menangani pulau pulau terluar di Indonesia adalah sejak

tahun 2005 pemerintah telah melakukan kegiatan toponim yaitu upaya

penamaan pulau-pulau kecil. Hal itu merupakan amanat dari Perpres No. 112

tahun 2006 tentang tim nasional pembakuan rupa bumi. Saat ini ada 13.466

pulau yang telah dilakukan dan dinamakan ( semua pulau harus mempunyai

letak geografis). Telah di depositkan pula di PBB pada tahun 2012 kemudian

sisa pulau yang lainnya akan dilaporkan pada tahun 2017.

Disamping itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan

memfokuskan pembangunan di 12 pulau kecil terluar. Kedua belas pulau itu

meliputi Nusa Kambangan, Pulau Sebatik, Miangas, Marore, Marampit,

Lingayan, Maratua, Wetar, Alor, Enggano, Simuk dan pulau Dubi Kecil.

Pembangunan pulau-pulau kecil terluar merupakan upaya untuk mendukung

percepatan dan pengembangan pembangunan ekonomi Indonesia, memberi

peluang untuk ekonomi pariwisata serta membantu pemerintah dalam

menjaga kedaulatan dan pertahanan negara.
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B. SARAN

1. Menambah jumlah tentara dan polisi perairan di sekitar perbatasan

karena jumlah armada tentara dan polisi perairan sangat kurang

mengingat luas lautan di Indonesia yang sangat luas.

2. Pemerintah harus memperbaiki sarana dan infrastruktur yang mendukung

seperti dibangunnya pos pengamanan, tanda batas, komunikasi dan

fasilitas umum lainnya.

3. Mengambil tindakan-tindakan nyata untuk menegakkan kedaulatan,

hukum dan pemerintahan Indonesia atas pulau pulau tersebut, misalnya

dengan sering melakukan patroli di sekitar pulau tersebut, terutama yang

berkaitan dengan penegakkan hukum dan kedaulatan, membangun tanda-

tanda kedaulatan seperti mercu suar, marker titik-titik dasar ( jika ada),

dan lain-lain.

4. Memang perlu sekali dan sudah waktunya Indonesia mempunyai

identifikasi dari pulau-pulau yang berada dalam wilayah kedaulatannya,

demikian pula provinsi-provinsi dan kabupaten perlu mempunyai

identifikasi yang jelas tentang pulau-pulau yang berada dalam daerahnya.

Data base ini sangat penting untuk pembangunan dan pengukuhan

kedaulatan negara. Hal ini dapat dicapai dengan pemahaman yang jelas

dari garis pangkal Nusantara Indonesia yang sebagaimana ditetapkan

dalam UU No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan PP No.38
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tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal

Kepulauan Indonesia.

5. Penuntasan perbatasan maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga

baik Laut Wilayah, Zona Tambahan, Landas Kontinen maupun Zona

Ekonomi Ekslusif Indonesia harus segera dilakukan.

6. PP No 38 Tahun 2002 tentang Daftar  Koordinat Geografis Titik-Titik

Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, kiranya  perlu segera direvisi

menyusul keputusan tentang kepemilikan Pulau Sipadan dan  Ligitan.
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Lampiran :

Gambar 1. Garis Batas Landas Kontinen antara Indonesia-Malaysia di Selat Malaka

dan Laut Cina Selatan berdasarkan perjanjian 27 Oktober 1969

Gambar 2. Batas Klaim Wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka
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Gambar 3. Wilayah pelanggaran wilayah akibat blm terselesaikannya batas

landas kontinen antara Indonesia-Malaysia di Selat Malaka (Sumber : Janhidros,

2007)

 

 




